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Seperti Jassin, Pengajaran
Sastra pun Mulai Dilupakan

B. RAHMANTO O

Barangkali, pada ulang tahunnya yang ke-100 (31 Juli 1917 - 11
Maret 2000), tidak banyak anak sekolah yang kenal Hans Bague
Jassin dan perannya bagi sastra Indonesia modern.

angan-jangan, para guru, mahasiswa jurusan
pendidikan bahasa dan sastra, termasuk
para dosennya, juga sudah melﬁpakannya.
Padahal, sampai hari ini, dalam pelajaran
sastra sejak SMP sampai SMA/SMK/MAN
mereka masih dijejali nama-nama seperti:
siapa saja pengarang dan karya-karya
Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga
Baru, Angkatan 45, dan bahkan Angkatan 66. Atau juga
diajarkan kesenangan H.B. Jassin menjuluki seorang
pengarang seperti Amir Hamzah Raja Penyair Pujangga
Baru, Chairil Anwar Pelopor Penyair Angkatan 45, M.
Balfas: Manusia Bugil, Mohamad Ali Pengarang Lapar,
dan Toto Sudarto Bachtiar Penyair Ibukota Senja. Hal
semacam itu sampai sekarang masih sering ditanyakan
oleh guru Bahasa Indonesia dalam ujian semesteran
model pilihan ganda dengan empat jawaban (yang
selalu dikritik oleh banyak ahli pendidikan, tetapi tak
pernah digubris) dan bahkan dalam soal Ujian Nasional
yang kini mulai dikritisi eksistensinya.

Demikian juga seabrek predikat yang disandang
H.B. Jassin, antara lain sebagai dokumentator sastra
(sehingga ia memperoleh gelar Doctor Honoris
Causa dari Ul tahun 1975) yang sebagian besar hasil
ketekunannya kini tersimpan di Pusat Dokumentasi
Sastra H.B. Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta;
sebagai redaktur abadi majalah sastra dan budaya sejak
majalah (Pujangga Baru (1940), Panji Pustaka (1942~
1945), Mimbar Indonesia (1947-1966), Zenith (1951-
1954), Bahasa dan Budaya (1952-1963), Kisah (1953-
1956), Seni (1955), sampai majalah Sastra (1961-1969)

dan Horison (1966-meninggal). Ia juga dikenal sebagai
penerjemah sastra dunia (antara lain Max Havelaar
karya Multatuli, dan Also sprach Zarathustra karya
Nietzsche); dan pembela sastra Indonesia terkait kasus
tuduhan terhadap Chairil Anwar (1950) dan HAMKA
(1962) sebagai plagiator.

Begitu pula kasus-kasus sastra dan budaya yang
kontroversial seperti: kasus cerpen “Langit Makin
Mendung” karya Kipanjikusmin (majalah Sastra
Agustus 1968); kasus tiadanya Angkatan 66 dalam sastra
Indonesia yang dilontarkan oleh Harry Aveling (1972);
kasus Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir di Bandung
(1974) sebuah dagelan ala Darmanto Yt (bertindak
sebagai hakim) dan Slamet Sukirnanto (sebagai jaksa)
yang mendakwa kehidupan puisi Indonesia akhir-
akhir ini tidak sehat, tidak jelas, dan brengsek lantaran
editornya (H.B. Jassin) sudah harus dipensiun sebagai
kritikus ; sampai gelar H.B. Jassin sebagai paus bagi
kritikus-kritikus sastra Indonesia yang disampaikan
oleh Gayus Siagian dalam Simposium Sastra Fakultas
Sastra UI, Desember 1956 (dan dimuat kembali dalam
majalah Sastra, Januari 1957). Itulah antara lain malang
melintangnya H.B. Jassin.

Dari semua itu, warisan terbesar yang masih
kasat mata adalah Pusat Dokumentasi Sastra H.B.
Jassin di Taman Ismail Marzuki. Akan tetapi, apabila
kita berkunjung ke sana, dokumentasi yang begitu
melimpah itu, semakin hari semakin tak terawat, dan
memprihatinkan, mirip dengan situasi pengajaran
sastra di sekolah menengah kita dewasa ini: makin lama
makin berkurang, disisihkan, dan (di)(ter)pinggirkan.
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Apalagi, dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Th. 2017
tertanggal 12 Januari 2017 tentang Penamaan Program
Studi pada Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh
Menristekdikti Mohamad Nasir; nama Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia harus diubah
menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
saja. Mengapa bisa begitu? Apa dampaknya bagi
pengajaran sastra di sekolah menengah dan mahasiswa
Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia?

Awalnya adalah terbit Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 Tahun
2014 tertanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun
TImu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan
Perguruan Tinggi yang ditandatangani Mendikbud
Mohammad Nuh. Pasal 14 Permen itu: “Perguruan tinggi
wajib menginformasikan perubahan nama program
studi dan gelar kepada masyarakat.” Pasal 15 a: “Dengan
berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Nama program
studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan
sebelumnya tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan
n Peraturan Menteri ini paling lambat (dua)
2k Peraturan Menteri ini diundangkan. Dalam

0. 47, 48, dan 49 tertulis nama Program Studi
ikan Bahasa Indonesia untuk program D-3, S-1,
dan S-2 Nzh untuk Universitas Sanata Dharma (USD)
misa 2k berubah dari IKIP menjadi Universitas,

berganti nama menjadi PBI (Program Studi Bahasa
Indonesia) bukan lagi PBSI (Program Studi Bahasa dan
Sastra Indonesia). Runyamnya, di USD, nama PBI sudah
beken, dan sudah lebih dari setengah abad dipakai untuk
kepanjangan nama prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
Alumni PBI yang sudah banyak bertebaran berkarya di
seluruh Indonesia bakalan terkaget-kaget ketika mereka
temu alumni. Sebutan alumni PBI bukan lagi diartikan
sebagai alumni Pendidikan Bahasa Inggris yang mereka
bangga-banggakan, tetapi akibat Permen itu ... alamak
PBI berarti Program Studi Bahasa Indonesia.

Memang, akibat Permen itu tidak seketika semua
Prodi PBSI berubah menjadi PBI (termasuk PBSI di
USD hingga kini tetap memakai nama itu). Mengemuka
pro dan kontra yang cukup panas tentang hal ini
dalam Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia
(PIBSI) XXXVIII di Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo, 2-3 November 2016, dan juga
dalam lokakarya IKAPROBSI untuk merumuskan
capaian pembelajaran Program Studi Pendidikan
Bahasa Indonesia yang dapat dijadikan acuan di
berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kegiatan
pengembangan kurikulumnya.

Menurut pengamatan Prof. Dr. Sarwiji Suwandi
Kepala Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dalam
makalahnya “Membangun Nilai Humanitas dalam
Pembelajaran Bahasa Indonesia: sebuah Keniscayaan”
yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan
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Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP USD 24 Mei 2017,
terjadi polarisasi pandangan. Yang setuju alasannya,
bahwa tujuan pengaturan nomenklatur itu untuk (1)
meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat
ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan
Indonesia; (2) adanya berbagai kasus lulusan PT di
Indonesia yang tidak diakui karena nama program
studi tidak dikenal atau dilaksanakan pada jenjang
yang berbeda; (3) meningkatkan mobilitas mahasiswa
dan lulusan oleh pemangku kepentingan nasional dan
internasional; dan (4) meningkatkan kerja sama dengan
PT luar negeri.

Sementara itu, yang tidak setuju memberi alasan
bahwa penghilangan kata sastra dikhawatirkan akan
berdampak tidak baik. Kajian sastra dan pembelajaran
sastra menjadi tereduksi, terpinggir, atau makin asing.
Hal itu tampak beralasan, terlebih jika menganalogikan
dengan kurikulum yang ada di jenjang pendidikan dasar
dan menengah, khususnya pada Kurikulum 2013 mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kurikulum itu,
terlebih di SD, sastra cenderung terpinggirkan, demikian
juga di perguruan tinggi. Sungutan bermunculan,

“Label sastra-nya masih ada dalam nama program studi
saja, muatan sastranya kurang mendapat perhatian
proporsional, apalagi kalau tidak tertulis?” “Kecemasan,
kegalauan, dan keresahan para penjaga gawang sastra,
para sastrawan, dan tokoh pengajaran sastra tentu

saja tidak bisa dinafikkan”, komentarnya secara lisan.
“Meskipun kata sastra dihapus,” sambungnya, “tetapi
porsi sastra dalam kurikulumnya akan tetap dijamin
utuh”. Inilah janji mereka.

Melihat pro dan kontra semakin memanas lahirlah
Permenristekdikti RI No. 15 Th. 2017 tentang Penamaan
Program Studi pada Perguruan Tinggi. Pasal 7 ayat (1)
berbunyi garang seperti ini: “Perguruan tinggi wajib
menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama
Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun
sejak daftar nama Program Studi ditetapkan.” Akan
tetapi, bagi program studi yang tetap ngeyel, artinya
masih tetap mempertahankan nama prodinya PBSI
dan bukan PBI, Permenristekdikti memberikan usulan
pemecahan seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2): “Perguruan tinggi dapat mengajukan
usul penambahan dan/atau perubahan nama Program
Studi kepada Menteri ... disampaikan secara tertulis
dengan melampirkan: a. dokumen kurikulum; b. capaian
pelajaran; dan c. rujukan pengembangan keilmuan.”
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Baiklah, yang kontra masih memiliki waktu satu tahun
untuk mengajukan usul penambahan nama Program
Studi kepada Menteri dengan melampirkan seperti
tercantum dalam ayat (2).

Yang menarik untuk dipertanyakan, apa sebenarnya
tujuan Permenristekdikti RI No. 15 Th. 2017 itu? Apakah
untuk mengantisipasi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
yang sudah diberlakukan? Yang terang, jika kita cermati,
Pasal 4 ayat (2): Penamaan Program Studi bertujuan
untuk (a) memfasilitasi pertumbuhan keilmuan baru di
Indonesia melalui penyelenggaraan Program Studi baru;
(b) memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional
pada bidang baru dan lebih beragam; (c) meningkatkan
pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah
internasional dan pengguna lulusan terhadap hasil
Pendidikan Tinggi di Indonesia; dan (d) meningkatkan
kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Masya Allah, jika itu salah satu tujuannya, siapakah
sebenarnya pengguna lulusan Program Studi Pendidikan
Bahasa Indonesia itu? Bukankah lebih banyak sekolah
menengah di Indonesia sendiri? Mungkin kelak ada yang
akan menjadi guru Bahasa Indonesia di Australia atau
Amerika Serikat misalnya, mengapa harus mencoret kata
sastra? Rasa-rasanya mahasiswa asing yang kuliah di
Indonesia justru sastra dan budaya yang lebih banyak
mereka persoalkan ketimbang mengutak-atik fungsi
awalan ber- atau mana kata yang benar dan yang baku,
mana yang santun dan tak santun dalam berkomunikasi
dengan bahasa Indonesia.

Dan lagi, seperti alasan yang dipaparkan oleh
yang kontra di atas, dengan dihilangkan kata sastra,
dampaknya bukan hanya pengajaran sastra di sekolah
menengah dan perguruan tinggi calon pemasok guru-
gurunya akan kurang proporsional dan dipinggirkan,
tetapi secara prinsip memasukkan pengajaran sastra
sebagai bagian dari pengajaran bahasa sungguh
gegabah dan keliru. Pengajaran sastra memang tidak
dapat dipisahkan dari pengajaran bahasa. Akan tetapi.
tujuan akhir pengajaran bahasa tidaklah sama dengan
pengajaran sastra. Pengajaran bahasa merupakan sarana
penalaran (Oemarjati, 1979); sedangkan pengajaran
sastra mengembangkan potensi afektif, bukan kognitif.
Tujuan akhir pengajaran sastra adalah memperkaya
pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap
terhadap peristiwa-peristiwa manusiawi, pengenalan
dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam
konteks individual, maupun sosial. Wahana ke arah itu
adalah ketrampilan membaca karya sastra, mendengar
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bacaan sastra, berbicara sastra dalam arti mementaskan
lakon sastra, dan menulis sastra baik puisi maupun
fiksi. Untuk dapat menyelenggarakan pengajaran sastra
dengan baik, diperlukan kesabaran dan kecermatan, di
samping kepekaan dan keterbukaan para pengajarnya.
Hal ini memang tidak mudah. Apalagi kalau pengajaran
sastranya kelak diperlakukan seperti pengajaran
bahasanya yang serba bernalar dan kognitif, minta
ampunlah jadinya!

Untuk masyarakat pemakainya, bahasa merupakan
alat komunikasi yang universal. Sebaliknya, sastra
bersifat khas, unik, baik dari segi proses penciptaan
maupun eksistensinya. Oleh karena itu, bahasa sastra
bersifat personal, sekaligus komunal. Setiap karya
sastra menyajikan “sesuatu” yang universal, tetapi
penggarapannya menuruti subjektivitas penciptanya
(Oemarjati, 1992). Jadi, hakikat sastra adalah suatu
dikotomi: menghadirkan dua kutub yang berlawanan,
namun berada dalam tegangan yang dinamis. Penggerak
utama dinamikanya adalah nilai.

Jika siswa kita hadapi sebagai subjek pengajaran,
maka harus disadari bahwa setiap siswa merupakan
individu, sekaligus suatu totalitas yang kompleks, yang
menyimpan sejumlah kecakapan. Dalam kegiatan
belajar-mengajar, kecakapan itulah yang perlu dikenali,
ditumbuhkembangkan. Berkaitan dengan pengajaran
sastra (Rahmanto, 2002), kecakapan yang perlu
dikembangkan itu adalah yang bersifat (1) indrawi;

(2) nalar; (3) afektif; (4) sosial; dan (5) religius.
Kecakapan (1), (2), dan (3) mencakupi aspek personal
kehidupan manusia, sedangkan kecakapan (4) dan (5)
melengkapinya sebagai insan seutuhnya. Dengan kata
lain, pengembangan kelima sifat kecakapan itu sejalan
dengan mengasah, mengasuh, dan mengasihi nilai-nilai
yang disajikan setiap karya sastra pada umumnya karena
tema sastra mencakup ketiga segi hakikat kehidupan
manusia, yaitu yang bersifat personal, sosial, dan
religius.

Oleh karena itu, mengapresiasi sastra berarti
merespons dengan kemampuan afektif: peka terhadap
nilai-nilai yang tersurat atau tersirat dalam karya sastra
dalam kerangka tematik yang merengkuhnya, sekaligus
Derupaya memetakan pola tata nilai yang diperolehnya
ke dalam proporsi yang sesuai dengan konteks
ozlannya.

5. bukankah pengajaran sastra amat diperlukan
dalam penanaman kepekaan kepada para siwa-siswi
terhadap nilai-nilai yang jauh hari sudah dilakukan oleh

H.B. Jassin melalui apresiasi, kritik, dan kliping sastra
yang tersedia di pusat dokumentasinya? Tegakah kita
untuk melupakannya? Bukankah pendidikan di semua
lini persekolahan dewasa ini sedang menggalakkan
pendidikan karakter alias pendidikan nilai-nilai yang
bahannya berlimpah dalam karya sastra? @

B. Rahmanto,

Mengajar Kajian Sastra di Prodi Sastra Indonesia dan
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(masih utuh)

Universitas Sanata Dharma
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